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344 HUKUM d", PEMBANGUNAN 

BEBERAPA ASPEK JURlDlS SUATU PERJANJIAN 

Ole h : Arifin P .soeria Atmadja. 

Bahasa Hukum yang mengatakan "You make the contract, the courts 
enfor::e il"l) acap kali digambark'-'l sebagai suatu perir,gatan torhadal' para 
fthak yang hendak mengadakan suatu perjanjian agar aspek juridis for mil 
maupun meterlll perlu mendapat perhalian sebelumnya dikukuhkan <lalam 
bentuk kontrak, dan para fihak yakin bahwa isi kontrak tersebut telah 
mewakili kehendak mereka, guna menghindarkan kemungkinan timbulnya 
ucapan "That is not whal I meant at aU" 2) dikemudian hari. 

Aspek juridis materiil terlihat dari persyaratan untuk sahnya suatu 
perjanjian, menurul Undang-undang Hukum Perdata dapat digolongkan 
dalam dua golongan. 3) Pertama; Syarat-syarat subyektip yang meliputi 
"Kala sepakat" bagi mereka y.ang mengikatkan dirinya dan "kecakapan" 
untuk membuat suatu perjanjian; selanjutnya syarat-syarat obyektip ialah 
mengenai "hal tertentu" dan suatu "sebab yang halal". 

Bila diteliti lebih lanjut pengertian "Kala sepakat" bagi mereka yang 
mengikatkan diri, lerlihat bahwa para fihak lelah dapat memperhitungkan 
hak dan kewajiban apa yang akan timbul secara timbal balik dari kehendak 
yang berbeda yang telah disepakatinya. 

'Ruang !ingkup perhitungan hak dan kewajiban tersebut bi.sanya jelas 
dapat dilihat apabila obyek dari perjanjian merupakan hal tertentu yang 
cukup terang, namun demikian tidak jarang pula obyek perjanjian yang 
cukup jelas ini menimbulkan batas hak dan k~wajillan yang tidak gamblang, 
disebabkan karena ketidak cermatan dalam menganalisa aspek juridis formil 
maupun materiil sesuatu perjanjian atau kontrak. 

Seba~ai ilustrasi dapat dikemukakan suatu purohase agreement yang 
dibua! oleh suatu instansi dengan sebuah agen Perusanaan heavy <>quipment 
dari luar negeri. Dalam purchase agreement tersebut ditolapkan bahwa agen 
tersebutharus melever sejurnlah heavy equipmentdengan harga dan dalam 
batas waktu yang telah disepakati, se ' 1gai jaminan ia diwajibkan 
mendeposit sejumlah uang di Bank tertentu dalam bentuk Bank Carantie 
(10% dari nilai Kontrak); meskipun dalam purchase agreement tersebut 
diperjanjikan hal tertentu yang cukup terang namun masih memerlukan 
penelitian lebih lanjut sampai dimana batas tanggung jawab sesuatu agen, 
apakah ia dapat ,dikatakan mewakili perusahaan luar negen tersebut secara 
penuh, dan bila t;d.k (um'lmnya tidak) apakah deposito dalam bentu Bank 
garansi (10% dari nilai kontrak) !ersebut sudah cukup memadai atau 
I . 

1). Fokes, David, law (or managers, 2nd ed. "London Butter worths 1971 n hal ;. 
2). Falkes, I>.1vid, ibid hal 52. 
3). Subekti j "Hukum perjanjian", cetabn Ice I, Jakarta 1963 hal 20. 
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menjamin. apabila agen melakukan default. Apakah lunlulan didcpan 
pengadilan cuhlp efcklip dan effisicn bila agen Icrsebul 'melakukan 
wanprestatie. Berapa pula kerugian waktu apabila purchase heavy 
equipment tersebut diperuntukkan sesuatu proyek yang harus dfselesaikan 
menurut j.dw.1 "aktu tertentu. Demikian puladari segi harga barang sudah 
ten IU' akan 1e &if, niaRaJ bila pul'ctfase terscbut dilakukan Iangsung pada 
pabrik atau representative-nya di Indonesia, 

Selanjutnya yang perlu pula mendapat perhatian adalah kecakapan 
para pillak yang membuat perjanjian, Dalam pasal 1320 B.W. kecakapan 
pa!a m,.k diletak!",n ~ada urutan se.elah "Kata sepakal", penempatan ini 
menilrut kontinuitas Iogika adaloh kurang tepat mengingat oahwa katz 
sepakat yang telah sec:::.ra su.)ah payah disepa1:ati akan t~rputus hanya 
karen a ketidak·cakap.n para fil13k yang baru kemudian Ciketahui. Selain 
ketidak·cakapan para flhak d.lam perjanjian sebagaimana diatur dalam 1330 
B.W. dalam tatakehidupan pemerintahan masih lerdapat ketidak-cakapan 
para filta,k yang disebabkan faktor balas-batas kewenangan yang dimiUkinya 
berkenaan dengan jabatan tertentu yang dijabalnya, 

Upaya huk ull1 yang biasanya digunakan dalam hal scseorang dianggap 
lidak cakap karena jabatannya untuk bertindak membuat sesualu kontrak 
adalah penggunaa." lembaga "power of authom.y" alau '1egal opinion" dan 
ada kalanya dimuat dalam "side letter" dari sescatu kontrak. 

Mengenai batas·batas kewenangannya ini logemann menyatakan 
bahwa "Contract brcuk of onrechtmatige daad zal een openbaar lichaam 
nooit anders kunnen plegen dan door de fout van zijn ambtsdragers. Deze 
moeten dan natuurlijk gphandeld hcbben voor de over heid, dus oinnen de 
grezen "an hun (aak of binn. n de kring van hun bevoegdheid" 4). Dari 
uraian Logemenn lersebut diatas dapa' dilerapkan sualu analogi bahwa 
~engp.aai wewenang dalam membuat sualu kontrak harus jelas diatur d:.sar 
huk-Jnmya . aga"r kontrak tersebut yang mempunyai nilai tinggi dan ja"ngka 
waklu lama itu , dalam pelaksanaannya tidak selalu terancam dengan bahaya 
pembatalan (vernieligbaar), alau dispule yang mungkin terjadi an tara para 
fil13k lidak ditambahi beban pembuklian sah tidaknya suatu konlrak 

. dikarenakan ketidak wenangannya salah satu fihak yang kemudian baru 
diketahui. 

Syarat obyektip lainnya adalah "scbab yang halal". Dengan sebab 
yang halal ini dimaksud~Jln ialah "isi perjanjian" itu sendiri dan bukan causa 
yang menyebabkan orang mcmbuat sualu perjanjian. 

<Mengenai causa ini bukan saja ia hal a!. ditinjau dari segijuridis tapijuga 
dilillal dari kaca mala kebiasaan . 5). Dalam hal syarat obyeklip ini tidak 
dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum dan dari semula dianggap 
tidak pernah di.daklln suatu perikatan . 

4) . Loge mann , J.H.A. It( staatsre..::ht van Indonesia tweede druk 1954 hal 207. 
5). Wujono, Prodj~koro, Azas-azas Hukum F\!rjanjian . Cetakan kc V, 1960 . hal 83 
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Tujuan para fihak yang mengadakan perjanjian tersebut yaitu 
melakukan sua tu perikatan hukum adalah gaga!, sehingga dengan demikian 
tiada dasar bagi para fihak untuk saling menuntut dimuka hakim (nun and 
void). 

Mengenai penelitian aspek juridis fonnil yang perlu mendapat 
perhatian, biasa setiap negara mempunyai ketentuan tersendiri; ",bagai 
contoh dikenal dalam perundang-undangan kita bahwa penghibahan benda 
tidak bergerak harus dilakukan dengan akte notaris dan sebagainya. 
Selanjutnya dalam perjanjian dikenal pula azas kebebasan dan bila diteliti 
lebihjauh makna dari azas kebebasan perjanjian yang lazim disimpulkan dari 
pasal 1338 ayat 1, dimana dikatakan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat 
s:cara sah berlaku sebagai Undang ·undang bagi mereka yang membuatnya ," 
tam:>ak tersirat ketidak lengkapannya pengaturan hukum perjanjian ini. 6). 
Ketidak lengkapan pengaturan hukum perjanjian ini bi Ia dihubungkan 
dengan kontrak·kontrak Internasional jelas menimbulkan lebih banyak 
persoalan, karena disamping status hukum para fihak yang kadang·kadang 
berbeda (Private to government, Private to government agencies) ia 
menyebabkan applicable Law, jurusdiction, suability dan arbitration 
merupakan problema yang sangat acute. 7) Status hukum dari para fihak 
yang berbeda merupakan kunci pokok problema bila salah satu fihak tidak 
dapat !"enyadari sepenulmya jenis perjanjian .pa yang merek. hadapi itu. 

Atas dasar pandangan dan sikap yang sarna terhadap jenis perjanjian, 
jelas akan membawa banyak keuntungan dalam menetapkan applicable law, 
jurisdiction, suability maupun arbitration dan landasan kebebasan untuk 
menentukan sikap terhadap perjanjian ini pun ada dalam perundang· 
undangan kita. 8). 

Banyak sikap 9) yang dapat diambil dalarn menetapkan applicable law 
dan sebagainya untuk suatu perjanjian, namun yang banyak dianut adalah 
mengi<aitkan perjanjian te".but kepada jenis perjanjian sich, dan tidak 
mengkaitkan kepada status para flhak karena souverignity negara sukar 
untuk dipisahkan atau dilepaskan, bila kontrak terjadi antara sesuatu negara 
merdeka dan berdaulat dengan fihak swasta (G to P contract). 

Untuk mengatasi beberapa problema dalam per]an]"'n yang 
semata-mata bersifat !'erdata, terdapat berbagai Konvensi yang berlaku. 
dalam Dunla Internasional yang patut mendapat per hat ian pengakuarmya 
guna menjamin lancamya pelaksanaan perj.njian-perjanjian Internasional .;. 
(Internasionale Rechtsverkeer) unparnanya: 

I. Convention on the choice of cou-rt-fi96S); ' 
2_ Convention abolishllg the requirement of legalisation for foreign 

public ducWll.nt (1961); 

6). ~Uerroid, J.U.F., lnleiding tot de Recht weten scnap in Nederiahd: achtste 
Herziene druk, Utrecht 1953. hal 137, men,ijltakan: ' li:t denle hoek heeft 
betceklpng op het verbintenissemecht, dom regell ditrecht niet voRedill· ·, 

7). RutM., J.Seymout, Foreign Development Lending Legal Ast'ects Leiden 1971. 
hat. 189, sitasi dari Siegel Stenley, Deputy General Counsil Agency (or 
In.ternaitional Develpment, U.S. Departement of State 

) 

I 
I 
! 

!-
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3. Convention on the recognation and execution of foreign judgment in 
civil and commercial matters and supplementary protocal; . 

4. Dan lain-lainnya. 

Beberapa International Convention yang pernah diratifisir memang ada, 
namurr ada- lealatrya- teThadap alTl1!f!"demcn-amandemen yang kemudian 
ditambahkan kita terlambat atautidak pernah menanda tangani,olch karena 
itu sudah selayaknya monitoring sebagai salah satu usaha gur.. mengikuti 
perkembangan convention-convention perlu ditangani secara serills. 

Beberapa kesimpulan. 

Dalam setiap perjanjian aspek juridis formi! dan materiil perlu sekali 
diperhatikan sebelum perjanjian tersebut dikukuhkan kedalam bent uk 
kontrak. 

Urutan-uretan persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana 
tercantum dalam psI. 1320 B.W_ kiranya perlu ditinjau kembali dalam 
hubungannya dengan azas "kontinuitas logika". 

Dalam kehidupan tata pemerintahan seorang pejabat/pihak/Badan 
mengadakan suatu perjanjian/kontrak yang melampaui batas-batas ke
wenangannya, adalah termasuk kedalam ruang lingkup pengertian psi. 1320 
B.W. oleh karena B.W_ pad a hakekatnya hanyalah merupakan suatu 
aanvullendrecht, maka syarat-<yarat sahnya suatu perjanjian ter",but dalam 
psI. 1320 dan seterusnya tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya 
syarat-syarat yang bersifat limitatip_ 

PsI. 1338 (I) B.W_ "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai Undang-undang bagi mereka ·yang membuatnya_" Disini tampak 

. tersi;>t ket;1ak lengkapan pengaturan hukum perjanjian ini bilamana 
dihu bungkan dengan kontrak-kontrak Internasional akan timbul pelbagai 
rnasalah, karena disamping status para pihak yang kadang-kadang berbeda 
menyebabkan applicable law, jurisdiction, suability dan arbitration, 
merupakan problema yang sangat acute. 

Untuk mengatasi beberapa problema dalam perjanjian yang 
semata-rnata bersifat perdata, dipandang perlu untuk segera meratifisir 
beberapa konvensi Internasional untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 
kontrak-kontrak internasional maupun mengadakan monitoring_ 

8). Subekti, Hukum Ptrjanjian , cetakan ke 1, Jakarta 1963 hallS. 
9). Rubin, J.Seymour, opocit. hal 230 . Siegel mengatakan: '"In AID me proposely do 

not have applicable bw provisions and we have never had ocr.asion to tesi. what 
law would be apvlicable in uispate . . . o. on it is up to the borrowing government 
to put in what ever applicable Jaw provisions it desires whereever it negotiates 
with the Contractor . . 
Those provisions vary: "sometimes ubitrations . sometimes the .taw of the 
country, sometimes the law of the state of New York". 
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